PERATURAN DAERAII KOTA METRO
NOMORKR 06 TAHUN 2003

TENTANG

TERUBAITAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII

Memimbang

Mengingat

a.

[95)

TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RATMAT TUHAN YANG MAHA FSA

WALIKOTA METRO,

bahwa dengan adanva Penambahan dan atau Pengurangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomior G1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka perly dilakukan Peruhahan Anggaran Daerah;

bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di maksud pada
huruf a peilu ditetapkan dengan DPeraturan Dacrahi.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1925 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara [ahun 1985 Nomor 68, T[ambahan Lembaran Negara
Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 62, Tambahan
T.embaran Negara Nomor 3569):

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paiak Daerah dan Retribusi
Dacrah {Lembaran Ncgara Tahun 1927 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran MNegara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 wntang Bea Perolchan Hak Alas
Tanah dan Bangunan (T.embaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lombaran Negara Nomor 36838),

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung Timur dan Kotamadya
Dati T Metro (Iembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3825);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrak
(Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang NMomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tamhahan T.embaran Negara Nomor 3848);



Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
Pertanggunjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4034);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana
Strategi (Renstra Kota Metro Tahun 2001/2004, Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2003 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-
contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam T\Tpnpﬁ Nomor § Tahpn 1007 tentang Tuntatan

eratmra enten Dhalam Neoern Momor 3 1Tahon 1907 tentan

r'crbcndaharaan dan Tuntuian Ganii Rugi Keuangan dan Barang Dacran,

Nopuiusan Meniori Dalam Negeri Nomor 570 - 360 wanggal 28 Ckivber
1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian
Kredit Anggaran,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah-
langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan Angoaran Pendapatan dan Relania Negara:

Keputisan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tangeal 18 Sentember

1985 tentang Penyempurnaan Deniuk dan Susunan Derubahain Aliggaiaii

Pendapatan  dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
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1988:

Keputusan Mienteri Dalam Negeri Nomor 903 — 379 Tanggai 11 Aprii 1987
tentana Pengounaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Angaaran Pendapatan

dau Belanja Dacrah scita Potunjub Telwis Taia Usaha Keuangan Daesals,

. Keputusan Menderi Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tenlang Bentul
dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah:

- hepurusan vienteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman

Pengelolaan Rarang Daerah:

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK/04/2001
witaing Delaksanaan Pembagian Ilasil Ponciimaan Pajak Penghasilan Crang
Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan
Na

Daerak;

' Keputigan  Menteri euangan  Repubbk  Indonesia  Nomor
214/, 06/2002 icntang Pcncldpan Jumlah Dana Bagian Dacrah dari
Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Alam Pertambangan TTmum
surta Dorikanan Tahun Anggaran 2002,

. Suzat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/87
langgal i7 Nopember 2000, penhal Pedoman Umum Penvusunan dan
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan dan Relanja Dacrah Tahun
Anggaran 2001;

. Surai Meniteri Dalam Nogeni Nomor 1200 DA-DAU/G/2002 Tanggal
Januari 2002. pevihal Penvampaian Rincian dana Alokasi Umum Tahun
Anggaran 2002 untuk Kota Metro;



16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 171. 1/09/DPRD-KM
Tanggal 11 November 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN

)

(2)

(1

2

3)

4

(M

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah
Rp. 171.730.697.552,- Bertambah sejumlah Rp. 33.623.113.009,- sehingga menjadi
Rp. 205.353.810.561,-

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 171.730.697.552,-
bertambah sejumlah Rp. 33.623.113.009,- Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 108.673.799.552.-

b. Bertambah Rp.  16.082.846.536,-
Belanja Rutin setelah perubahan ....... Rp. 124.756.646.088.-
¢. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan ................................ Rp. 63.056.898.000,-
Bertambah Rp. 17.540.266.473-
Belanja Pembangunan setelah
Perubahan .............................. Rp. 80.597.164.473.-
Pasal 2

Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1
diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;

Rincian penambahan / pengurangan Anggaran pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1)
diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;

Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2)
diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah 1ni;

Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1
ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 NIHIL
tidak mengalami perubahan.




{(Z) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan  dimaksud pada ayat
dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
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Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas Perhitungan Tahun Anggaran 2003  NIHIL
tidak mengalami perubahan.

(2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada avat ( 1) pasal mi masing-
masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pagal §

Tampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 mempakan Bagian vang tidak
ierpisalikan dari Poraturan Dacral ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlakn setelah mendapat I Persetuyjuzn DPRDY don diberlalubkan  mulai
tanggal diundangkan.

Agar  supaya scliap orang  dapal mengelahuinya,  memerintahkan  Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam T embaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Fada Tanggal 11 November 2003

WALIKOTA FVIETRO,W

T MOZES HERVIAN




